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ABSTRACT
Background: Mental health problems or mental health disorders
are closely related to the physical restraint. Physical restraint on
people with mental disorders is due to lack of information about
mental health, financial barriers, inadequate access of mental health
services especially in rural areas. The participation or role of stake-
holder in mental health programs is one of the determinants to
prevent the physical restraint on people with mental health disor-
ders (ODGJ).
Objective: This study aimed to find out and explore the role of
stakeholders on mental health programs in prevention of physical
restraint on people with mental health disorders in Moyudan, Sle-
man regency.
Methods: This research was a descriptive study with qualitative
methods. The research design used was a case study to identify
and explore the role of each stakeholder in overcoming shackles
in ODGJ in Moyudan District, Sleman Regency. The study used
purposive sampling with research subjects totaling 19 people. Data
collection is done by in-depth interviews, observation and document
review.
Results: All stakeholders have a role in mental health programs to
prevent physical restraint on people with mental health disorders.
Puskesmas as a key stakeholders have to advocate for other stake-
holders. The results of advocacy are political commitment from local
government, policy support from Health District Office, Social Wel-
fare District Office, Ghrasia Mental Hospital, Moyudan district and
village government. However, the implementation of the advocacy
was not always successful. In this case, family as the main stake-
holder refused the advocacy. The negative stigma about mental
health is one of the problem that is still difficult to deal within the
community.
Conclusion: All stakeholders have a role in mental health programs
to prevent physical restraint on people with mental health disorders,
although not yet optimal.

Keywords: role, stakeholder, mental health, prevention of physi-
cal restraint

ABSTRAK
Latar Belakang: Masalah kesehatan jiwa atau gangguan mental
erat kaitannya dengan kejadian pemasungan. Pemasungan pada
penderita gangguan jiwa atau mental dikarenakan informasi yang
kurang terkait kesehatan jiwa, kondisi ekonomi yang rendah, akses
dan pelayanan kesehatan jiwa yang belum memadai terutama di
daerah pedesaan. Partisipasi atau peran stakeholder terhadap pro-
gram kesehatan jiwa merupakan salah satu faktor penentu berjalan
atau berhasilnya upaya penanggulangan pasung pada orang den-
gan gangguan jiwa (ODGJ).
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengek-
splorasi peran stakeholder terhadap program kesehatan jiwa dalam
penanggulangan pemasungan pada ODGJ di Kecamatan Moyudan
Kabupaten Sleman.
Metode: Penelitian ini merupakan adalah penelitian deskriptif den-
gan metode kualitatif. Desain penelitian adalah studi kasus untuk
mengidentifikasi dan mengeksplorasi peran dari masing – masing
stakeholder dalam penanggulangan pemasungan pada ODGJ di
Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan
purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 19 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan
menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil: Seluruh stakeholder telah berperan dalam program kese-
hatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung pada ODGJ. Ad-
vokasi yang dilakukan stakeholder kunci yaitu puskesmas berupa
komitmen politik dari pemerintah daerah, dukungan kebijakan dari
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa Grahasia, Keca-
matan Moyudan dan Pemerintah Desa. Namun pada perjalanannya
pelaksanaan proses advokasi tidak selalu berhasil. Stakeholder
utama dalam hal ini, keluarga menolak advokasi yang dilakukan
puskesmas. Stigma negatif tentang kesehatan jiwa menjadi salah
satu permasalahan yang masih susah ditangani di masyarakat se-
hingga hal ini menghambat peran stakeholder di proses advokasi.
Kesimpulan: Stakeholder telah berperan sesuai dengan fungsi,
tugas dan wewenang masing – masing terhadap pelaksanaan pro-
gram kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung pada
ODGJ. Peran puskesmas dalam proses advokasi menghasilkan
komitmen politik dan dukungan kebijakan dari setiap stakeholder.

Kata Kunci: peran, stakeholder, kesehatan mental, pencegahan
pemasungan
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PENDAHULUAN
Dewasa ini, masalah kesehatan jiwa merupakan

masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perha-
tian lebih dari pemerintah maupun masyarakat, hal ini
dikarenakan masih tingginya angka penderita gang-
guan jiwa dan kecenderungan peningkatan kasus di
beberapa daerah di Indonesia.1 Masalah kesehatan
jiwa atau gangguan mental erat kaitannya dengan ke-
jadian pemasungan. Pemasungan adalah segala ben-
tuk pembatasan gerak Orang dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ) oleh keluarga atau masyarakat yang men-
gakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hi-
langnya hak atas pelayanan kesehatan untuk mem-
bantu pemulihan.2 Riset kesehatan dasar yang di-
lakukan pada oleh Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga
(RT) yang pernah memasung ART dengan gangguan
jiwa berat pada tahun 2018, mencapai 14% dengan
proporsi rumah tangga yang pernah melakukan pe-
masungan terhadap ART dalam 3 bulan terakhir men-
capai 31,5%. Kejadian pemasungan ini terjadi pada
penduduk yang tinggal di pedesaan dengan proporsi
mencapai 17,7%, lebih tinggi bila dibandingkan den-
gan penduduk yang tinggal di perkotaan yaitu hanya
10,7%3.

Kasus pemasungan yang terjadi menunjukkan
adanya masalah dalam bidang kesehatan jiwa di
Indonesia karena sesungguhnya pemasungan tidak
diperkenankan dengan alasan apa pun. Berdasarkan
hasil beberapa penelitian, pemasungan pada pen-
derita gangguan jiwa atau mental dikarenakan in-
formasi yang kurang terkait kesehatan jiwa, kon-
disi ekonomi yang rendah sehingga mengakibatkan
keluarga tidak mampu mengakses pelayanan kese-
hatan jiwa, akses dan pelayanan kesehatan jiwa yang
belum memadai terutama di daerah pedesaan dan un-
tuk menghindari dan menahan tindakan agresif sari
pasien agar tidak membahayakan anggota keluarga
maupun masyarakat.4−7 Oleh karenanya, sejak tahun
2010, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah
mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung ter-
masuk Program Indonesia Bebas Pasung 2019.8

Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta merupakan
salah satu provinsi yang masuk dalam kategori 5
besar provinsi dengan prevalensi gangguan jiwa be-
rat (skizofrenia/psikosis) tertinggi, di mana D. I Yo-
gyakarta menduduki urutan kedua dengan prevalensi
10 per 1000 penduduk.9,10 Pemerintah Daerah
Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian mengesahkan Per-
aturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 81 Tahun
2014 tentang Penanggulangan Pemasung. Sebagai
upaya tindak lanjut dari peraturan ini, seluruh kabu-
paten/kota di D.I. Yogyakarta mendukung dan mener-
apkan pelaksanaan program bebas pasung, termasuk

Kabupaten Sleman.11

Kabupaten Sleman berkomitmen dalam men-
dukung program bebas pasung di D.I. Yogyakarta.12

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mendorong setiap
puskesmas untuk mendukung kebijakan penanggu-
langan pemasungan pada ODGJ agar tercapai D.I. Yo-
gyakarta bebas pasung. Moyudan merupakan salah
satu puskesmas yang turut dalam pelaksanaan ke-
bijakan penanggulangan pemasungan. Berdasarkan
data Dinas Kesehatan kabupaten Sleman, Moyudan
merupakan puskesmas dengan capaian pelayanan
kesehatan tertinggi di Kabupaten Sleman di mana
tingkat capaiannya mencapai 8.09%.12

Dahulu pada awalnya. Moyudan merupakan
kecamatan dengan tingkat kasus ODGJ tertinggi.
Berdasarkan data dari Puskesmas Moyudan sejak
tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah ODGJ terus
mengalami peningkatan hingga 211 kasus dengan
jumlah kasus pasung sebanyak 2 kasus. Namun,
pada tahun 2017, Puskesmas Moyudan berhasil
melakukan pembebasan pasung hingga nol, penu-
runan jumlah ODGJ hingga 180 kasus dan pen-
ingkatan jumlah kunjungan pelayanan kesehatan jiwa
mencapai 787 kunjungan. Keberhasilan Puskesmas
Moyudan dalam peningkatan kunjungan layanan ke-
sehatan jiwa dan pembebasan pasung tidak terlepas
dari peran setiap stakeholder dan kerja sama lintas
sektor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti in-
gin mengeksplorasi peran masing-masing stake-
holder terhadap program kesehatan jiwa dalam up-
aya penanggulangan pasung pada ODGJ di Moyudan
Kabupaten Sleman.

METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Peneliti menyelidiki dan
mengeksplorasi fenomena kehidupan nyata, melalui
pengumpulan data yang melibatkan beragam sumber
informasi atau bukti. Peneliti mengeksplorasi peran
dari masing – masing stakeholder dalam penanggu-
langan pemasungan pada ODGJ di Kecamatan Moyu-
dan melalui beragam sumber informasi atau bukti,
salah satunya melalui wawancara mendalam terkait
kesehatan jiwa dan penanggulangan pemasungan di
Kecamatan Moyudan.

Subyek dalam penelitian ini dibedakan menjadi
stakeholder kunci yang terdiri dari: anggota Badan
Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Sleman, kepala bidang P2PL Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Sleman, penanggung jawab pro-
gram kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sle-
man, kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial
Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan
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kepala Puskesmas Moyudan, Pemegang Program
Kesehatan Jiwa Puskesmas Moyudan serta bidan
desa, stakeholder pendukung terdiri dari: Keca-
matan Moyudan, Pemerintah Desa Sumber Agung
dan Sumber Arum, Tim Kesejahteraan Sosial Keca-
matan (TKSK), Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Bhabinkabtimnas) dan kader
kesehatan jiwa, serta stakeholder utama yang meru-
pakan keluarga dari ODGJ. Penentuan informan di-
lakukan dengan cara purposive sampling, bahwa kri-
teria pemilihan informan dilakukan dengan prinsip ke-
sesuaian (appropriatness).

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan se-
cara interaktif dan dilakukan secara terus menerus
sehingga datanya jenuh. Ada empat aktivitas dalam
analisis data kualitatif yaitu transkripsi data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan
verifikasi

HASIL
Penelitian ini bertujuan untuk, mengklasifikasi

dan mendeskripsikan serta mengeksplorasi peran
setiap stakeholder terkait program kesehatan jiwa
dalam penanggulangan pemasungan pada ODGJ,
mendeskripsikan dan mengeksplorasi advokasi yang
dilakukan oleh stakeholder terhadap program ke-
sehatan jiwa dalam penanggulangan pasung pada
ODGJ dan mengetahui hambatan-hambatan yang di-
hadapi stakeholder dalam pelaksanaan program ke-
sehatan jiwa khususnya dalam penanggulangan pe-
masungan pada ODGJ di wilayah kerja Puskesmas
Moyudan.

Advokasi Program Kesehatan Jiwa dalam
Penanggulangan Pasung pada ODGJ oleh
Puskesmas

Berjalannya program kesehatan jiwa di Moyudan,
diawali dengan proses advokasi. Stakeholder kunci
yang melakukan advokasi program pembaharuan ke-
sehatan jiwa adalah puskesmas. Langkah awal
yang dilakukan puskesmas adalah advokasi terhadap
stakeholder dengan cara menggerakkan para stake-
holder untuk melakukan diskusi tentang pentingnya
kesehatan jiwa termasuk akses pelayanan kesehatan
jiwa untuk ODGJ dan melaporkan hasil pendataan ter-
hadap kasus gangguan jiwa.

”Jadi kita kan kita ada pertemuan dengan
lintas sektor 3 bulan sekali, nah di perte-
muan itu kita menyampaikan hasil pen-
dataan pasien gangguan jiwa di wilayah
kerja puskesmas ada sekian begitu hasil
dari pendataan kader kesehatan jiwa atau
dari petugas puskesmas sendiri. Nah itu
menjadi bahan untuk disampaikan kepada

pihak kecamatan dalam hal ini camat, UPT
pelayanan pendidikan, KAU dan instansi
yang ada di kecamatan.”
(inf. 6)

Selanjutnya, proses diskusi diisi dengan sosialisasi
kegiatan-kegiatan dari program pengembangan kese-
hatan jiwa oleh puskesmas. Harapannya kegiatan-
kegiatan tersebut menjadi jalan keluar atau pemeca-
han masalah untuk menanggulangi permasalahan ke-
sehatan jiwa di Moyudan. Peran puskesmas seba-
gai stakeholder kunci dalam advokasi program ke-
sehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung
pada ODGJ dapat dikatakan berhasil. Hasil dari ad-
vokasi dan sosialisasi tersebut yaitu berupa dukun-
gan dari kecamatan, pemerintah desa, KAU dan ke-
polisian. Bentuk nyata dukungan dan komitmen dari
stakeholder yaitu dengan terbentuknya surat keputu-
san (SK) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJM) oleh Camat Kecamatan Moyudan pada
tahun 2017. SK TPKJM dijadikan sebagai patokan un-
tuk menggerakkan atau menjalankan program kese-
hatan jiwa yang berbasis masyarakat sesuai dengan
susunan tim dan peran masing-masing.

”Ada dukungan lintas sektor, misal dari
pemerintah desa. Desa memberikan
dukungan anggaran untuk pelatihan bagi
kader terkait pendataan dan pelatihan
kewaspadaan awal apabila ada warga
masyarakat yang mengalami gangguan
jiwa. Jadi kader dilatih supaya dia tahu
oh ini gejala gangguan jiwa sehingga
segera melaporkan ke puskesmas. Ke-
mudian dukungan lintas sektor lainnya
yaitu, misal ketika ada orang dengan gang-
guan jiwa (ODGJ) yang gaduh perlu un-
tuk segera dirujuk ke rumah sakit, itu nanti
Bhabinkamtibnas dari polsek atau Babinsa
dari koramil ikut membantu karena pasien
dengan gangguan jiwa yang ngamuk tidak
bisa ditangani sendiri oleh puskesmas.
Nah kemudian dukungan dari kecamatan
yaitu dari petugas TSKS untuk penjami-
nan, jadi kan nanti akan bisa dijamin oleh
Dinas Sosial tetapi kan harus ada penga-
juan dari pihak desa dan petugas TKSK.”
(inf. 6)

”...SK TPKJM yang dibuat oleh kecamatan
juga merupakan salah satu bentuk dukun-
gan dari pihak kecamatan terkait program
kesehatan jiwa.”
(inf. 6)
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Puskesmas tidak hanya melakukan advokasi dan
sosialisasi kepada kecamatan, pemerintah desa, KAU
dan kepolisian, tetapi puskesmas juga melakukan ad-
vokasi dan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Sleman. Sebelum dilakukan-
nya advokasi dan sosialisasi ke pemerintah setem-
pat, puskesmas melakukan konsultasi, di mana dalam
proses tersebut puskesmas melakukan advokasi ten-
tang program pengembangan kesehatan jiwa kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, selanjutnya
mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dari program
tersebut. Hingga pada akhirnya Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman memberikan dukungan penuh ter-
hadap puskesmas.

Peran Stakeholder terhadap Program Kesehatan
Jiwa dalam Penanggulangan Pasung pada ODGJ

Berjalannya pelaksanaan program pengembangan
kesehatan jiwa dan berhasilnya proses pembebasan
pasung tidak terlepas dari stakeholder yang terlibat.
Puskesmas tidak bisa bekerja sendiri dalam menang-
gulangi dan menuntaskan masalah kesehatan jiwa di
Moyudan. Puskesmas perlu mendapatkan dukungan
dari stakeholder lain. Bentuk peran yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan program kesehatan jiwa
dalam penanggulangan pasung pada ODGJ di Moyu-
dan yang melibatkan stakeholder yang terdiri dari
stakeholder kunci, stakeholder pendukung dan stake-
holder utama merupakan kegiatan dalam rangka men-
gatasi masalah kesehatan jiwa dan pasung pada
ODGJ di masing-masing level.

Badan Perencana Pembangunan Daerah
(Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah
Sakit Jiwa Grahasia dan Puskesmas merupakan
stakeholder kunci. Kecamatan dalam hal ini sekretaris
camat dan kepala seksi kesehatan masyarakat, pe-
merintah desa, Bayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dan kader
kesehatan jiwa merupakan stakeholder pendukung.
Sedangkan, keluarga ODGJ merupakan stakeholder
utama.

Bentuk peran yang dilakukan oleh masing-masing
stakeholder sudah berjalan sesuai dengan pelak-
sanaan program kesehatan jiwa dalam upaya pence-
gahan pasung pada ODGJ. Hal ini sesuai dengan
yang dijelaskan oleh informan penelitian dari kelom-
pok stakeholder kunci:

”Sudah berjalan sesuai peran masing-
masing. Ya seperi kepolisian akan segera
tanggap untuk membantu kita dalam
penanganan, TKSK akan mencoba mem-
bantu kita untuk mencarikan jaminan ke-

sehatan untuk ODGJ apabila ODGJ terse-
but belum tercover BPJS dan sebagainya
seperti itu.”
(inf. 1)

”Sejauh ini saya rasa sudah berperan se-
mua sesuai dengan kewenangan masing-
masing ya mbak. Misalnya untuk kelu-
rahan, sejauh ini apabila ada temuan-
temuan kasus ODGJ di desa, pihak kelura-
han langsung berkoordinasi dengan kami
untuk upaya penanganan dan penang-
gulangan. Kader kesehatan juga aktif
melakukan penulusuran kasus dan un-
tuk kader kesehatan jiwa secara khusus
juga aktif untuk pengambilan obat untuk
ODGJ di kelurahan tempatnya bertugas,
serta aktif melakukan pemantauan ter-
hadap ODGJ. Pun untuk polsek juga su-
dah berperan dan sesuai, karena apabila
ada laporan ke pihak polsek terkait ODGJ
di lingkungan pedukuhan, pihak polisi lang-
sung secara cepat melaporkan kepada
kami dan juga turut mengamankan dan
menemani kami pada saat penjemputan
pasien ODGJ dari rumah menuju ke RS
jejaring. Pihak kecamatan dengan Dinas
Sosial juga telah berkoordinasi dalam up-
aya rehabilitasi paska pengobatan.”
(inf. 4)

”Peran antar stakeholder saya rasa sudah
berjalan dan sesuai. Setiap stakeholder
bergerak secara cepat bila ada temuan
kasus baru dan tak hanya itu karena
adanya peraturan gubernur yang mengatur
tentang penanganan pemasungan pada
ODGJ, jadi secara tidak langsung masing-
masing stakeholder yang terlibat memang
harus menjalankan perannya sesuai den-
gan peraturan tersebut. Misalnya, dari pi-
hak bawah melaporkan kepada kami ten-
tang adanya temuan kasus dan meminta
kami untuk turun kami langsung turun,
di bawah atau di kecamatan kami memi-
liki tim TKSK. Pada saat musrembang di
desa kami menyampaikan bahwa apabila
ada permasalahan tentang kesehatan jiwa,
kemisikinan, disabilitas atau orang terlan-
tar silakan laporkan dan koordinasi den-
gan TKSK, selanjutnya nanti TKSK ini yang
akan berkoordinasi dengan dinas sosial.
Hasilnya memang sesuai dengan apa yang
kami harapkan, jadi apabila dari desa ada
penemuan kasus, pihak kelurahan atau
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desa secara sigap langsung menghubungi
TKSK, selanjutnya TKSK ini berkoordi-
nasi dan bekerjasama dengan puskesmas
dalam penanganan kasus kesehatan jiwa
atau mental atau ODGJ.”
(inf. 5)

Namun, pada perjalanannya peran dari setiap
stakeholder belum berjalan optimal dan masih perlu
ditingkatkan, karena belum semua potensi stake-
holder tersebut bisa dimanfaatkan. Lemahnya koor-
dinasi antar stakeholder menjadi alasan belum opti-
malnya peran antar stakeholder terhadap program ke-
sehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung
pada ODGJ.

Stakeholder pendukung juga menjelaskan bahwa
peran antar stakeholder sudah berjalan sesuai den-
gan pelaksanaan program kesehatan jiwa dalam up-
aya penanggulangan pasung pada ODGJ, namun
pelaksanaannya belum sinergis antara satu satu
stakeholder dengan stakeholder yang lain, seperti
yang diungkapkan salah satu informan penelitian
berikut ini:

”Peran antar stakeholder kurang optimal,
karena koordinasi masih kurang dari segi
jumlah atau volume koordinasi. Selain itu
ketika koordinasi ditemukan hambatannya
juga, ketika kita undang ada OPD-OPD
terkait berhalangan hadir karena memiliki
kesibukan masing-masing.”
(inf. 15)

”Untuk peran masing-masing stakeholder
saya rasa sudah berjalan ya mbak. Hanya
saja mungkin koordinasinya yang belum
berjalan maksimal ya, karena belum dipro-
gram secara continiue sehingga hanya ko-
ordinasinya temporal artinya belum seperti
setiap bulan harus koordinasi, seperti itu.
Masih seperti koordinasinya akan berjalan
ya kalo ada kasus mendakak seperti itu.”
(inf. 16)

Peran pemerintah daerah terhadap program ke-
sehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung
pada ODGJ dinyatakan sudah cukup berperan oleh
informan penelitian. Masing-masing stakeholder su-
dah meningkatkankan perannya melalui kegiatan-
kegiatan yang ada di instansi seperti di Dinas Sosial
dengan kegiatan pemberdayaan pasien dan kelu-
arga pasien serta proses rehabilitasi, Dinas Kese-
hatan dengan memberikan pelayanan-pelayanan ke-
sehatan jiwa melalui puskesmas dan rumah sakit je-
jaring, serta koordinasi dengan instansi pemerinta-
han lainnya dalam upaya rehabilitasi. Sementara itu,

Bappeda dengan perencanaan dan penganggaran un-
tuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

Selain itu, berdasarkan wawancara mendalam
dengan seluruh stakeholder, dapat disimpulkan
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
belum memiliki program khusus tentang kesehatan
jiwa maupun penanggulangan pasung pada ODGJ.
Legislatif hanya berperan dalam penentuan anggaran.
Peran legislatif menurut informan penelitian adalah se-
bagai berikut:

”Kebetulan kita kan ada evaluasi de-
wan. Sehingga, dewan tau tentang
permasalahan-permasalah terkait ODGJ.
Proses penganggaran masuk ke dewan,
seperti pandangan umum dewan dan dewa
menentukan. Jadi semua proses peren-
canaan dan penganggaran itu dewa terli-
bat mbak.”
(inf. 15)

”Mungkin peran yang sangat terlihat yaitu
legislatif ikut terlibat dalam hal pengang-
garan dana untuk program. Misalnya
apabila kami mengajukan anggaran un-
tuk program rehabilitasi termasuk didalam-
nya rehabilitasi mental, maka dari legislatif
segera akan menindaklanjuti. Memang se-
cara spesifik ke masalah kesehatan mental
mungkin belum diperhatikan, tetapi saya
rasa legislatif sudah turut berperan lah.”
(inf. 5)

Hambatan dalam Pelaksanaan terhadap Program
Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan Pasung
pada ODGJ

Pelaksanaan program kesehatan jiwa dalam
penanggulangan pasung pada ODGJ di Moyudan
tidak serta merta berjalan mulus. Pada perjalanannya
terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelak-
sanaan. Penanggulangan masalah pasung pada
ODGJ tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab
puskesmas, tetapi membutuhkan kerja sama dengan
berbagai stakeholder termasuk masyarakat sendiri.
Kesibukan dari masing-masing stakeholder yang terli-
bat menjadi salah satu hambatan dalam proses meny-
atukan waktu untuk proses koordinasi. Hal ini sesuai
dengan petikan wawancara dengan informan peneli-
tian berikut ini:

”masalah waktu sih mbak karena ya kita
kan memiliki kesibukan masing-masing ya.
Jadi paling untuk koordinas kami kadang
kendalanya adalah menyatukan waktu itu.”
(inf. 9)
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Selain itu, belum adanya prosedur yang jelas
terkait penanganan kasus darurat, juga menjadi salah
satu hambatan yang dirasakan oleh stakeholder pen-
dukung. Stakeholder pendukung mengeluhkan masih
buruknya koordinasi pada saat penanganan kasus
darurat. Stakeholder pendukung merasa perlu adanya
sebuah pedoman baku untuk penanganan kasus
darurat untuk menghindari terjadinya keterlambatan
penanganan. Seperti petikan wawancara dari infor-
man penelitian beriku ini :

”Hambatan yang kita rasakan misalnya
kadang-kadang yang sifatnya penanganan
darurat, penanganan darurat kan tidak
bisa direncanakan ya. Misalnya paginya
masih aman tidak ada apa-apa, tiba-
tiba nanti siang ada ODGJ yang nga-
muk. Otomatis yang paling stanby untuk
kita hubungi polsek, jadi ujung tombaknya
polsek. Nah setelah itu baru kita berko-
ordinasi lewat telpon dengan puskesmas
”Gimana ni puskesmas kalo ada masalah
sifatnya dadakan. Waduh maaf ambulance
ga siap karena sedang dipakai. Kalo kon-
disinya begitu nanti kita akan menghubungi
dan koordinasi dengan kecamatan, kalo
ternyata kecamatan juga kondisinya men-
tok, nanti kita akan nabrak lagi ke polsek
agar bisa memfasilitasi menggunakan mo-
bil box. Jadi bila disimpulkan hambatannya
adalah koordinasinya tidak lancar ketika
kondisi darurat, sehingga apabila ada kon-
disi darurat yang pertama kita tuju adalah
polsek meskipun itu tidak berarti yang lain
tidak bisa namun karena yang lain belum
siap karena di hari itu ada kendala lain se-
hingga kita akhirnya merasa cukup dengan
polsek.”
(inf. 11)

Hambatan lain dari proses pelaksanaan program
kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan pasung
pada ODGJ adalah bersumber dari keluarga ODGJ itu
sendiri. Pihak keluarga menutup diri ketika para stake-
holder, misalnya puskesmas atau pemerintah desa
melakukan sosialisasi dan advokasi terkait dengan up-
aya penanggulangan pasung pada anggota keluar-
ganya. Adanya stigma negatif tentang masalah gang-
guan jiwa mendorong keluarga untuk enggan mener-
ima bantuan dari pihak puskesmas atau stakeholder
lainnya. Keluarga merasa malu dan berusaha untuk
menutup diri. Hal ini sesuai dengan petikan wawan-
cara dengan informan penelitian di bawah ini :

”Hambatannya justru dari pihak keluarga
sendiri. Pihak keluarga kadang susah

membuka diri. Sehingga kami justru sulit
untuk masuk dan membantu, hal tersebut
dikarenakan pihak keluarga merasa malu
dan adanya stigma negatif dari masyarakat
sehingga untuk melakukan koordinasi atau
bahkan advokasi agak susah”
(inf. 4)

”...masyarakat kadang tidak bisa mener-
ima dan susah membuka diri. Sehingga
dari pihak puskesmas atau desa susah
memberikan advokasi maupun sosialisasi
terkait dengan kesehatan jiwa apalagi
dalam hal kasus penanggulangan ODGJ.”
(inf. 17)

Kemerosotan ekonomi paska pengobatan juga
menjadi alasan lain keluarga susah menerima dan
membuka diri terhadap puskesmas dan stakeholder
lainnya. Sehingga akibatnya stakeholder susah untuk
mendekati pihak keluarga untuk advokasi penanganan
kasus gangguan jiwa.

”Saya rasa hambatannya justru dari kelu-
arga ODGJ mbak. Karena setiap pe-
merintah, baik itu dari desa, kecamatan
bahkan puskesmas juga telah berusaha
melakukan advokasi dan sosialisasi ke
pihak keluarga untuk proses pembe-
basan pasung dan pengobatan tetapi
pihak keluarga menolak. Waktu itu
pokoknya sulit sekali mengakses ke kelu-
arga pasien, karena keluarga ini menutup
diri, setiap ada petugas desa atau ke-
camatan ke rumah mereka untuk ad-
vokasi mereka menolak. Seperti yang
saya bilang tadi alasannya karena mereka
khawatir akan mengeluarkan biaya lagi
sementara mereka sudah merasa tidak
memiliki uang lagi, selain itu mereka
malu karena anggota keluarga mereka
mengalami gangguan jiwa dan mereka
khawatir si ODGJ ini nanti kembali akan
membahayakan masyarakat.”
(inf. 8)

PEMBAHASAN
Advokasi Program Kesehatan Jiwa dalam
Penanggulangan Pasung pada ODGJ oleh
Puskesmas

Pada penelitian ini, stakeholder kunci dalam hal ini
puskesmas melakukan advokasi kepada stakeholder
kunci lainnya seperti pemerintah daerah melalui
Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSJ
Grhasia Yogyakarta, serta advokasi ke stakeholder
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pendukung tentang program dan kegiatan kesehatan
jiwa dalam upaya penanggulangan pasung pada
ODGJ. Advokasi yang dilakukan oleh puskesmas yaitu
advokasi informal dengan lobi politik dan advokasi for-
mal melalui presentasi.

Advokasi dengan pemerintah daerah meng-
hasilkan komitmen politik yaitu berupa dukungan
anggaran untuk program kesehatan jiwa yang bersum-
ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non
fisik. Anggaran dana disesuaikan dengan hasil peren-
canaan dan capaian dari program kesehatan jiwa.
Selain advokasi ke pemerintah daerah, puskesmas
juga melakukan advokasi ke Dinas Kesehatan Kabu-
paten Sleman dengan melakukan lobi politik secara
informal. Puksemas menyampaikan permasalahan-
permasalahan terkait kesehatan jiwa di Moyudan,
seperti tingginya kasus ODGJ, rendahnya akses ke
pelayanan kesehatan dan temuan kasus pasung. Lalu
puskesmas menawarkan alternatif untuk pemecahan
masalah tersebut dengan melakukan inovasi atau
pembaharuan program kesehatan jiwa yang berfokus
pada upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Hasil advokasi dengan Dinas Kesehatan berupa
komitmen dari Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi
dalam penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk
keberlangsungan pengobatan ODGJ di puskesmas
dan dukungan kebijakan berupa Kebijakan Desa
Siaga Sehat Jiwa serta penyediaan psikolog di
puskesmas. Sementara, advokasi dengan Dinas
Sosial dan rumah sakit jejaring yaitu RSJ Grhasia,
menghasilkan dukungan berupa, Dinas Sosial mem-
berikan dukungan berupa turut dalam pembinaan
keluarga ODGJ dan RSJ Grhasia memberikan pelati-
han bagi kader kesehatan jiwa.

Selanjutnya, puskesmas juga melakukan advokasi
berupa lobi politik secara informal kepada lintas sek-
tor yaitu stakeholder pendukung yang meliputi pihak
kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, komando
rayon militer (koramil), KAU dan tokoh masyarakat.
Selain advokasi informal dengan lobi politik, advokasi
yang dilakukan puskesmas yaitu berupa advokasi
formal dengan presentasi. Seminar atau presen-
tasi merupakan salah satu bentuk advokasi yang di-
lakukan oleh petugas kesehatan di depan para pe-
mangku kepentingan atau pejabat lintas program dan
lintas sektoral.13

Puskesmas dalam presentasi menyajikan dan
menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Moyudan,
lalu menawarkan sebuah program atau kegiatan
pembaharuan terkait pelayanan kesehatan jiwa.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil ad-
vokasi yang diterima oleh puskesmas adalah dukun-
gan kebijakan berupa dibentuknya tim kesehatan jiwa

masyarakat (TPJKM) tingkat kecamatan pada tahun
2017 dengan persetujuan Camat Moyudan. TP-
KJM merupakan suatu wadah koordinatif lintas sek-
tor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah
kesehatan jiwa dan psikososial.14 TPKJM ini bergerak
untuk melaksanakan upaya-upaya promotif, preventif
dan rehabilitatif yang berkaitan dengan masalah kese-
hatan jiwa atau mental.

Selain mendapatkan dukungan kebijakan dari pi-
hak kecamatan, puskesmas juga mendapatkan komit-
men politik dari pemerintah desa berupa pengang-
garan dana dari anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDS) untuk keperluan koordinasi kader ke-
sehatan dan pemberdayaan keluarga maupun ODGJ.
Kepolisian dan Komando Rayon Militer mendukung
dengan cara turut terlibat dalam proses pengamanan.

Setelah berhasilnya proses advokasi, langkah se-
lanjutnya adalah Puskesmas sebagai leading sector
bertanggung jawab untuk melaporkan segala perkem-
bangan program kesehatan jiwa yang telah berjalan
kepada para stakeholder. Setiap 6 bulan sekali
puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi selan-
jutnya hasil dari monitoring dan evaluasi ini dilaporkan
ke Dinas Kesehatan untuk dijadikan bahan monitoring
dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. Di tingkat keca-
matan, pertemuan lintas sektor yang digagas oleh ke-
camatan dijadikan sebagai forum oleh puskesmas un-
tuk melaporkan perkembangan dan capaian dari im-
plementasi program kesehatan jiwa.

Keberhasilan advokasi tidak hanya dinilai dari
komitmen atau dukungan paska proses advokasi atau
dukungan jangka pendek, tetapi jauh hingga komit-
men dan dukungan jangka panjang. Jika melihat
hasil penelitian, komitmen dan dukungan dari seluruh
stakeholder berjalan hingga sekarang. Namun komit-
men dan dukungan tersebut belum sepenuhnya mak-
simal, seperti komitmen dari kecamatan terkait TP-
KJM. Di dalam SK TPKJM tertulis bahwa pihak ke-
camatan merupakan pembina sekaligus ketua umum
dari TPKJM, namun komitmen pihak kecamatan se-
laku pembina dan ketua umum masih rendah. Kin-
erja dari TPKJM masih belum optimal, terbukti dari
belum adanya jadwal rutin dan terencana proses ko-
ordinasi TPKJM. Seharusnya camat atau pihak ke-
camatan mendorong seluruh anggota untuk meru-
muskan dan menyusun kegiatan atau program kerja
tahunan, jangka menengah dan jangka panjang agar
segala kegiatan yang dilakukan terstruktur dan tersis-
tem dengan baik.

Sehingga, bila disimpulkan secara aturan resmi,
kinerja TPKJM di Moyudan belum maksimal. Hal
ini tidak sesuai dengan kewajiban TPKJM dalam
melaksanakan tugas, yang tertulis dalam Keputu-
san Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
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220 Tahun 2002 tentang pedoman umam tim pem-
bina, tim pengarah dan tim pelaksana kesehatan jiwa
masyarakat, yaitu salah satunya adalah menyusun
program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang, bersama dengan penyusunan anggaran15.

Peran Stakeholder terhadap Program Kesehatan
Jiwa dalam Penanggulangan Pasung pada ODGJ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setiap stake-
holder telah berperan sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawab masing-masing, inilah yang men-
jadi salah satu faktor keberhasilan implementasi pro-
gram kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan
pasung pada ODGJ di Moyudan. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari
dan Dewi (2017) tentang collaborative governance
dalam penanganan kasus gangguan jiwa di desa
Paringan, yang menyatakan bahwa kesesuaian peran
berdasarkan otoritas dan tanggung jawab dari setiap
aktor atau stakeholder menjadi penentu keberhasi-
lan collaborative governance dalam penanganan ka-
sus gangguan jiwa16.

Stakeholder dalam penelitian ini diklasifikasikan
menjadi stakeholder kunci yang terdiri dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Di-
nas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Gra-
hasia dan puskesmas, stakeholder pendukung yang
terdiri dari kecamatan, pemerintah desa, kepolisian
melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketert-
iban Masyarakat (Bhabinkamtibnas), tenaga kese-
jahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan kader ke-
sehatan, serta stakeholder utama yaitu ODGJ dan
keluarga17.

Peran stakeholder terhadap program kesehatan
jiwa dalam upaya penanggulangan pasung pada
ODGJ cukup beragam. Stakeholder pendukung men-
ganggap bahwa perhatian dan peran stakeholder
kunci cukup optimal. Stakeholder kunci dalam hal
ini pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Ke-
sehatan dan Dinas Sosial yang terlibat secara lang-
sung mendukung program kesehatan jiwa yang di-
canangkan oleh puskesmas dengan turut berperan
dalam sosialisasi, edukasi, komunikasi dan advokasi
tentang masalah kesehatan jiwa kepada masyarakat
dengan cara berkoordinasi dengan puskesmas dan
stakeholder pendukung. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk pembinaan dan pemberdayaan kelu-
arga ODGJ dan masyarakat secara umum terkait
masalah kesehatan jiwa. Hal ini sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab pemerintah daerah yang tercan-
tum dalam Undang-Undang nomor tahun 2014 ten-
tang Kesehatan Jiwa, di mana dalam pasal 76 ayat
1 dan 2 tertulis bahwa pemerintah daerah bertugas
dan bertanggung jawab memberikan informasi dan

mengadakan komunikasi serta edukasi tentang kese-
hatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan
berkesinambungan dan wajib berkoordinasi dengan
pemangku kepentingan18.

Selanjutnya, peran stakeholder pendukung juga
menentukan keberhasilan program kesehatan jiwa
dalam upaya penanggulangan pasung pada ODGJ.
Stakeholder pendukung berperan dalam pendampin-
gan dan pemberdayaan ODGJ.

Masalah kesehatan jiwa di Moyudan merupakan
salah satu masalah kesehatan yang menjadi perha-
tian serius oleh seluruh organisasi perangkat daerah
yang ada di kecamatan dan kelurahan. Hal ini terli-
hat dari peran kecamatan dan pemerintah desa dalam
upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang kese-
hatan jiwa dan pendampingan dan pemberdayaan
terhadap ODGJ. Pendampingan ini bertujuan untuk
mengedukasi kepada ODGJ dan atau keluarga ten-
tang proses perawatan dan pengobatan bagi ODGJ.
Sedangkan pemberdayaan bertujuan untuk men-
dukung proses rehabilitasi pada ODGJ. Kecamatan,
pemerintah desa dan puskesmas bekerja sama un-
tuk mengupayakan rehabilitasi berbasis masyarakat
dengan membuat bank sampah, di mana dengan
adanya bank sampah tersebut ODGJ ikut terlibat
dalam proses pemilihan sampah dan pengelolaan
sampah menjadi sebuah kerajinan tangan. Peran dari
kecamatan dan pemerintah desa ini sesuai dengan
Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2014 tentang Pe-
doman Penanggulangan Pemasungan pasal 4, yang
menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertu-
gas menyediakan akses pelayanan yang berkesinam-
bungan meliputi pengobatan, pemulihan psikososial,
rehabilitasi, pendampingan, dan/atau dukungan lain
yang memadai bagi kepada orang dengan masalah
kejiwaan (ODMK) atau ODGJ serta memfasilitasi pem-
bentukan rehabilitasi berbasis masyarakat11.

Selain itu, kader kesehatan jiwa juga meru-
pakan stakeholder pendukung yang memiliki andil be-
sar terhadap program kesehatan jiwa dalam upaya
penanggulangan pasung pada ODGJ. Menurut Perat-
uran Gubernur nomor 81 tahun 2014 tentang Pedo-
man Penanggulangan Pemasungan, kader kesehatan
bertugas melakukan deteksi dini kasus ODGJ yang
berisiko dipasung dengan cara pendataan berkala
dan menghimpun laporan masyarakat yang selan-
jutnya hasil dari pendataan tersebut dilaporkan ke
Puskesmas.11 Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kader kesehatan jiwa telah melakukan peran atau tu-
gasnya sesuai dengan tugas kader kesehatan yang
tertuang dalam pasal 5 Peraturan Gubernur nomor 81
tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pema-
sungan.

Peran keluarga sebagai stakeholder utama ter-

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 23 No. 02 Juni 2020 • 65



S. A. Nisa, dkk : Peran Stakeholder Terhadap Program Kesehatan Jiwa Dalam Penanggulangan Pasung Pada ODGJ di Kec. Moyudan Kab. Sleman

hadap program kesehatan jiwa dalam upaya penang-
gulangan pasung pada ODGJ juga tidak dapat pan-
dang sebelah mata. Keluarga merupakan orang-orang
terdekat yang mampu memberikan dampak positif
bagi anggota keluarga lainnya.19 Sehingga pember-
dayaan keluarga untuk mendukung keberhasilan pro-
gram kesehatan jiwa dalam upaya penanggulangan
pasung pada ODGJ sangat penting. Pemberdayaan
keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelu-
arga yang memiliki anggota keluarga dengan gang-
guan jiwa terkait kesehatan jiwa dan upaya-upaya re-
habilitasi serta perawatan yang harus dilakukan oleh
keluarga.

Hambatan dalam Pelaksanaan terhadap Program
Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan Pasung
pada ODGJ

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa
hambatan dalam program kesehatan jiwa dalam up-
aya penanggulangan pasung pada ODGJ di Moyudan
adalah menjangkau pihak keluarga klien atau ODGJ
untuk melakukan advokasi. Advokasi pada keluarga
ini bermaksud agar segala kegiatan dari program ke-
sehatan jiwa yang telah dicanangkan oleh puskesmas
didukung dan dapat dijalankan secara bersama –
sama oleh masyarakat dan seluruh stakeholder yang
terlibat di lingkungan kecamatan dan desa. Advokasi
yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam hal
ini puskesmas sebagai stakeholder kunci dan kader
kesehatan sebagai stakeholder pendukung tidaklah
gampang. Alasan susahnya menjangkau pihak kelu-
arga klien untuk melakukan advokasi adalah stigma
tentang kesehatan jiwa atau mental.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa terha-
langnya proses advokasi yang di dalamnya mencakup
sosialisasi kegiatan dari program kesehatan jiwa oleh
kader kesehatan, petugas kesehatan dan pemerin-
tah setempat, disebabkan oleh stigma yang dibuat
sendiri oleh pihak keluarga dan stigma yang diter-
ima dari masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu
alasan keluarga menutup diri dan tidak berusaha men-
cari perawatan dan pengobatan. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sim
dan Rust (2013) yang menyatakan bahwa stigma
tentang penyakit mental baik itu stigma yang di-
rasakan dan stigma yang dipaksakan atau dibuat
sendiri merupakan faktor utama yang berkontribusi
pada kurangnya perawatan terhadap pasien. Selain
itu stigma inilah yang menjadikan pasien tidak tersar-
ing untuk mendapatkan perawatan primer yang efek-
tif, bahkan pasien yang tersaring dan mendapat ru-
jukan untuk tindak lanjut perawatan pun memilih untuk
tidak melakukan atau melanjutkan rujukan.13 Lestari

dan Wardani (2014) melalui penelitiannya juga mema-
parkan bahwa, stigma menimbulkan konsekuensi ke-
sehatan dan sosial – budaya pada penderita gang-
guan jiwa, seperti penanganan yang tidak maksi-
mal, drop out dari pengobatan, pemasungan dan
pemahaman yang berbeda terkait penderita gangguan
jiwa.8

Mengatasi masalah stigma tentang kesehatan jiwa
di masyarakat tidaklah mudah. Sosialisasi, edukasi
dan promosi masalah kesehatan jiwa tidak akan men-
jamin pengetahuan seseorang akan meningkat dan
stigma tentang kesehatan jiwa akan hilang. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Hinshaw (2005), stigma
tidak bisa diatasi hanya dengan cara memberikan
edukasi kepada masyarakat, hal tersebut dikarenakan
stigma terbentuk pada diri ODGJ sendiri, keluarga,
komunitas, budaya dan kebijakan yang gagal melin-
dungi ODGJ. Sehingga upaya yang harus dilakukan
yaitu dengan membuat suatu aturan atau kebijakan
yang bersifat melindungi ODGJ dari segala tindakan
diskriminatif.14

Selain itu, koordinasi menjadi salah satu hambatan
dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa di Moyu-
dan. Koordinasi merupakan proses atau kegiatan
untuk mengarahkan, mensinkronisasikan dan menye-
laraskan seluruh aktivitas atau kegiatan antar satuan
organisasi atau instansi atau pejabat sehingga ter-
capai tujuan bersama.20 Menurut stakeholder pen-
dukung, kesibukan masing-masing stakeholder men-
jadi salah satu alasan stakeholder lain untuk tidak
ikut serta dalam proses koordinasi. Kesibukan tidak
akan menjadi alasan apabila setiap stakeholder memi-
liki komitmen yang kuat untuk bersama-sama tu-
rut serta dalam pelaksanaan kegiatan program ke-
sehatan jiwa dalam penanggulangan pasung pada
ODGJ. Komitmen merupakan sesuatu hal yang pent-
ing untuk menggerakkan seluruh stakeholder untuk
bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hal
ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Voge (2009)
dalam Nugroho dan Zauhar (2014), bahwa komitmen
merupakan hal yang penting dalam hubungan. Komit-
men merupakan nilai yang menyatukan unsur – unsur
berbeda sehingga semua dapat bekerja sama dalam
kesatuan.20

KESIMPULAN
Peran yang dilakukan oleh setiap stakeholder ter-

hadap program kesehatan jiwa dalam upaya penang-
gulangan pasung pada ODGJ sudah sesuai den-
gan fungsi dan tanggung jawab masing-masing stake-
holder tetapi belum maksimal. Hambatan dalam
pelaksanaan program kesehatan jiwa dalam penang-
gulangan pasung pada ODGJ adalah stigma negatif
masyarakat terhadap kesehatan jiwa, sulit advokasi,
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terhambatnya proses perawatan dan pengobatan bagi
ODGJ terhambat, dan kurangnya koordinasi.

Oleh karenanya, disarankan bagi Pemerintah
Daerah untuk membuat kebijakan atau regulasi atau
aturan untuk mengurangi stigma negatif terhadap
ODGJ untuk melindungi pasien dari tindakan diskrim-
inatif sehingga pasien mendapatkan hak – hak yang
setara dengan masyarakat yang sehat secara men-
tal. Sementara, bagi Dinas Kesehatan untuk turut
berperan dalam pemberdayaan dan pelatihan TPKJM
sebagai bentuk edukasi, proses pertukaran informasi
dan memberikan masukan untuk TPKJM kecamatan
Moyudan untuk proses peningkatan kinerja TPKJM.
Selain itu, bagi Puskesmas supaya dapat:

a) Menjalin kerja sama dengan LSM dalam up-
aya pemberdayaan dan pelatihan orang dengan
gangguan jiwa sebagai jalan untuk proses reha-
bilitasi sosial bagi ODGJ;

b) Meningkatkan kerja sama dengan kecamatan
dan pemerintah desa dalam pemberdayaan
ODGJ untuk meningkatkan kualitas hidup
ODGJ;

c) Menjalin kerja sama dengan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan untuk pembinaan, pengem-
bangan dan pemasaran hasil pengolahan sam-
pah yang berupa kerajinan tangan oleh ODGJ
agar bernilai ekonomis;

d) Menjalin kerja sama dengan kader kesehatan,
TKSK dan pemerintah desa untuk membuat
peer support ODGJ dan keluarga untuk mengu-
rangi dampak dari stigma negatif tentang kese-
hatan jiwa.

Terakhir, dari lintas sektor perlu pengoptimalan
peran masing-masing stakeholder untuk peningkatan
pelayanan kesehatan jiwa termasuk pelayanan jiwa
yang berbasis masyarakat untuk mendukung keber-
lanjutan program kesehatan jiwa menuju arah yang
lebih baik.
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